BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 42i-2/289 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3

Menimbang

Mengingat

NAMLEA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Bidang

Pendidikan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat
peningkatan proses belajar mengajar yang efisien dan
efektif, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar
Negeri 3 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

. bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang memenuhi
syarat sehingga perlu diberikan Izin Operasional Sekolah
Dasar Negeri 3 Namlea Kecamatan Namlea
Kabupaten Buru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar
Negeri 3 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
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by i) Daerah (Lctnbirin N o pahlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tiombabon L prbaatinns
Negara Republik Indonenin Nomor  HHted), FURLATATAARL LA IAR BLR
telah dinbah terakhir denpgon LIpncdennngy Undong Nomor o)
Tahun 2015 tentang Perubahamn Kedug  Atnn Undang,
Undang Nomor 23 ‘Tahun 2017 (b [Penieritabing
Dacrah (Lembaran Negara Republik doneotn Tahun 2010
Nomor 58, Tambahan Lemboran Negrd Republile Indoneni
Nomor Ho7/Y);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2000 l"‘“'“'}!’,
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Neggara Republile
Indonesia Tahun 2005 Nomor A1, Tambahin I*I'llldll:ll‘illl
Negara Republik Indonesin  Nomor 4496), :Ju*lm;g:lmmim
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Normor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun Atas Peraturiary
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Pemerintah  Nomor 19 Taohun 2005 L nlmﬁn;_ ,:l.mfl.ln
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nepar

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4496),
Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaradarl Pendidikan ('f"“"l"-”":”
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturarn
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang, Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor S5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
[ ulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun

2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);




Menetapkan
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14. Pe ., |
P:;?L%Z:.z Bipau Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Kabu at--n nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab paten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
aDupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60):

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 9 Na'mlea
Kecamat'an Namlea Kabupaten Buru, yang keglatan
pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2002, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kecamatan Namlea sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru
untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu
pendidikan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, Satuan Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 Juli 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;

Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea;

Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;

Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
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Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Namlea di Namlea;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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KABUPATEN BURU
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NAMLEA KECAMATAN NAMLEA




